BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1671, 2015 KEMENRISTEK-DIKTI. Pejabat Perbendaharaan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PEJABAT PERBENDAHARAAN

DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa  dalam rangka pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja negara pada satuan kerja di
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
perlu mengatur mengenai pejabat perbendaharaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
tentang Pejabat Perbendaharaan di Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Tata Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara,;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 889);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEJABAT

PERBENDAHARAAN Dl KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksana APBN.

3. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

Menteri adalah Pengguna Anggaran di Kementerian.

5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker
adalah unit organisasi di Kementerian atau unit
organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran.

7. Unit utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat
Jenderal Kelembagaan IImu Pengetahuan, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber
Daya llmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
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Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi,
dan Inspektorat Jenderal.

8. Pusat adalah Pusat Data dan Informasi, Pusat
Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Penelitian lImu
Pengetahuan dan Teknologi.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBN.

12. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan
pengujian atas permintaan pembayaran  dan
menerbitkan perintah pembayaran.

13. Bendahara Penerimaan adalah orang yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan
uang pendapatan negara/daerah dalam rangka
pelaksanaan APBN pada Kantor/ Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Negara dalam
pelaksanaan APBN pada Satker Kementerian.

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya
disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk

membantu Bendahara Pengeluaran untuk
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melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

16. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu
KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk
mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS
adalah pegawai negeri  sipil di  lingkungan

Kementerian.

Pasal 2
(1) Pejabat Perbendaharaan Kementerian terdiri atas:
. PA;
. KPA;
PPSPM;
. Bendahara Penerimaan,;
Bendahara Pengeluaran;
BPP; dan
g. PPABP.
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(2) Pejabat Perbendaharaan mengelola APBN pada Satker di
lingkungan Kementerian.

(3) Satker di lingkungan Kementerian terdiri atas Satker
eselon 1, eselon 2 di Unit Utama, Pusat, Perguruan

Tinggi Negeri, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Penetapan Pejabat Perbendaharaan di Kementerian
dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan

akuntabel.

Pasal 4
(1) Penetapan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Sekretaris
Jenderal dan KPA.
(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk dan atas nama Menteri menetapkan

KPA, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara
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